
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR Ef TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM APLIKASI EARLY WARNING PENGAWASAN

PENGELOI,AAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI KEPULAUAN ARU,

bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata

kelola Pemerintahan yang baik (good gouetnane) darr

Pemerintatran yang bersih (dean gouemment) dalam

penyelenggaraan otonomi Daerah, perlu

diselenggarakan Pengelolaan Keuangan Daerah secara

profesional, terbuka dan bertanggungiawab sesuai

dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Perundang-Undangan;

bahwa dalam pemanfaatan Sistem Aplikasi Early

Warning Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Kepulauan Aru agar berjalan efektif, elisien

dan berhasil guna, perlu dibuat pedoman dalam

Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis teknologi

informasi sebagai sarana Pengelolaan Keuangan

Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam hurrf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Aplikasi

Early Warning Pengawasan Pengelolaan Keungan

Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

b.



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari

Kompsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO3 tentang

Pembentukan Kabupaten Seram Bagran Timur,

Kabupaten Seram Bagran Barat dan Kabupaten

Kepulauan Anr di Provinsi Maluku (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a35O);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab

Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan I"embaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa00);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah hrsat dan

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OlL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

, (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl
Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a1;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

,

4.

5.

6.

7.

8.



Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

567e\;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OO1 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aO9O);

11. Peraturan Pemerintatr Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761,

sebagaimana telah diubah dengan Perahrran

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OlO tentang Pembahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor 110,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

s15s);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor L4O, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +5781;

13. Perahrran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOG

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

. Indonesia Nomor 46L41;

14. Peraturan Pemerintah Nomer 74 Tahun 2OL2 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23



Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Badan

layanan Umum (Iembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO5 Nomor 171., Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor ffia0);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor LT l, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor ffia0);

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM APLIKASI EARLY

WARNING PENGAWASAN PENGELOI"AAN KEUANGAN

DAERAH KABUPATEN KEPUI,AUAN ARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah

Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna

Anggaran / Pengguna Barang.

5. Inspektorat adala Inspektorat Kabupaten Kepulauan An..
6. Inspekhrr adalah Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru.

7. Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah suatrr proses

untuk menegaskan bahwa seluruh aktifitas yang terselenggara telah

sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.

8. Sistem Aplikasi Early Warning Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

adalah Informasi yang diberikan kepada OPD dari Inspektorat terkait
dengan data ydng disqiikan oleh aplikasi Early Warning Pengawasan



9.

pengelolaan Keuangan Daerah ketika terjadi kesalahan dalam pengelolaan

keuangan yang telah diinput ke datam Aplikasi Simda Keuangan karena

aplikasi Early Warning Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah secara

otomatis terkoneksi langsung dengan Aplikasi Simda Keungan.

Sistem Aplikasi adalah Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset

Daerah Berbasis Teknologi Informasi yang bertujuan untuk membantu

Pemerintah Daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang

relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat dlu.ii kebenarannya.

pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh

kegiatan organisasi unhrk menjamin agff semua pekerjaan yang sedang

dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan

sebelumnya.

Satgan T\rgas yang selanjutnya disingkat SATGAS adalah formasi yang

dibentuk unhrk mengerjakan tugas tertenhr.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

ApBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia

yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Ralryat.

Dokgmen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah

dokrrmen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasa1 2

Maksud ditetapkannya Perahrran Bupati ini adalah untuk meningkatkan

Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah-

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan

kinerja serta kualitas pelayanan di bidang pengawasan Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Pasal 3

pemanfaatan dan Penggunaan Penerapan Sistem Aplikasi Early Warning

Pengawasrrn Pengelolaan Keuangan Daerah berhrjuan untuk :

a. peringatan dini . Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mencegah atau

mengantisipasi sebelum terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan

pengelolaan keuangan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah

10.

IL.

L2.

13.

(1)

(2t



menginput datanya ke aplikasi Simda Keuangan karena terkoneksi

langsung dengan Aplikasi Early Warning System; dan

b. penerapan Sistem Aplikasi Early Warning Pengawasan Pengelolaan

Keuangan Daerah secara transparan kepada Satuan Kerja Perangkat

Daerah bersangkutan dan alnrntabel.

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelengaraan penerapan Sistem Aplikasi Early Warning Pengawasan

Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi :

a. sistem aplikasi; dan

b. pengawasan.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan penerapan Sistem Aplikasi Early Warning Pengawasan

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru dengan

pemanfaatan sistem aplikasi.

{21 Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

(3) Inspektur wajib memberitahukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah

ketika terjadi kesalahan dalam pengelolaan Keuangan Daerah yang telah

diinput dalam aplikasi Simda Keuangan yang diarahkan oleh Satuan

T\rgas (Satgas).

(4) Satuan T\rgas (Satgas) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Penerapan Sistem Aplikasi Early Warning Pengawasan Pengelolaan

Keuangan Daerah meliputi beberapa tahapan yaitu :

a. proses perencanaan;

b. proses pelaksanaan;

c. proses penatausahaan;

d. proses pertanggungiawaban; dan

e. proses pengawasan.



{21 Pemanfaatan Sistem Aplikasi Early Warning Pengawasan Pengelolaan

Keuangan Daerah meliputi :

a. informasi perencanaan;

b. anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. informasi pelaksaanaan anggaran Sahran Keda Perangkat Daerah;

d. informasi usaha pelaksanaan anggaran Sahran Kerja Perangkat

Daerah;

e. pertanggungiawaban anggaran Sahran Kerja Perangkat Daerah; dan

f. penga\Masan anggaran operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pemanfaatan Penempatan sistem Aplikasi Early Warning sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 wajib menjamin kebenaran dan keabsahan

keterangan, data dan/atau dokumen sesuai dengan ketentuan persyaratan

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 8

(1) Dalam rangka penyelenggaraan penerapan Sistem Aplikasi Early Warning

sebagaimana dimaksud Pasal 6 dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten

Kepulauan Am berwenang :

a. mengatur penggunaan sistem aplikasi;

b. mengelolah keamanan elektronik dan jaringan elektronik;

c. mengelola informasi yang sajikan dalam aplikasi;

d. mengelola data pengelolaan keuangan masing-masing Satuan Kerja

Perangkat Daerah dengan menggunakan teknologi dan informasi; dan

e. mengarsip secara drytal Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi

Early Warning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi

dengan semua Satuan Kerja Perangftat Daerah.

(21 Inspektorat sebagai penyelenggara penerapan Sistem Aplikasi Early

Warning wqiib :

a. menjamin ketersediaan pemanfaatan penerapa.n sistem aplikasi;

b. menjiga keamanan sistem aplikasi; dan

c. melakukari pemanfaatan dan evaluasi pemanfatan dan penggunaan

sistem aplikasi.



Pasal 9

Penerapan Sistem Aplikasi Early Warning harus dengan menggunakan tanda

pengaman yang menjamin keabsahan dokumen.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 1O

(1) Pembiayaan penggunaan Sistem Aplikasi Easy Warning Pengawasan

Pengelolaan Keuangan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru.

{21 Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} sekurang-kurangnya

meliputi :

a. pembangunan sarana prasarana;

b. pengelolaan;

c. pemeliharaan; dan

d. pengembangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 1.1

Penerapan penuh pengguna€rn sistem aplikasi semua Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang menjadi wewen€rng Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru
dimulai sejak Perattrran Bupati ini berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Inspektur harus menetapkan standar operasional prosedur dan pemberi

nama/nomenklatur penerapan teknologi informasi penggunaan sistem aplikasi

Easy Warning Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah.
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Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuin5ra, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Kepulauan Am.

Ditetapkan di Dobo

pada tanssal lS i,SU Ui: ...- eolS

BUPATI KEPUI.,AUAN *U,fr2

Diundangkan di Dobo

pada tanggal t$ "JuLi.;:fulfl
IMBUPATEN KEPUI,AUAN ARU,

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TAHUN 2018 NOMOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPAI"A BAGIAN


